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M  O  T  T O 

 

 

 

"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul 

ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah 

ombak dan gelombang itu." 

 (Marcus Aurelius) 

 

 

 

"Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi 

kita selalu menyesali apa yang belum kita capai." 

 

(Penulis) 
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SINOPSIS 

 

Kinerja pada sektor publik dijelaskan sebagai suatukajian tentang 

kemampuan suatu Organiasiatau daerahnya dalam mencapai tujuan. Penilian 

kinerja dapat didipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam  

mencapai tujuan dan juga sebgai bahan untuk perbaikan. Tuntutan akan kualitas 

dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan konsep Value For Money 

dalam menjalankan APBD. Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(DPPKAD),sebagai organisasi sektor publik dalam hal kinerja pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan APBD,masih belum efisiensi,karna dalam penyerapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih belum  mencapai 

ekonomis,efisien,dan efektif. Permasalahanyang dikaji dalam penelitian ini adalah 

Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD 2011-2015,menggunakan  

prinsip Value For Money di Kabupaten Lembata. Lokasi dalam Penelitian ini 

adalah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DP-PKAD) 

Kabupaten Lembata yang berlokasi di Jln.Trans Lembata. Metode pengumpulan 

data  mengunakan data dokumentasi,observasi dan wawancara.Sedangkan metode 

analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian yang diperoleh antara lain rasio ekonomis Kabupaten 

Lembata dari tahun 2011-2015 cukup konsisten berada pada kategori ekonomis, 

dalam penyerapan anggaran dalam prioritas program-program ditahun yang 

bersangkutan ada SKPD yang sudah ,dan ada yang belum dijalankan atau terserap 

secara keseluruhan,tetapi dalam kemampuan secara anggaran bisa untuk 

menjalankan program-program tersebut, Walaupun terjadi fluktasi presentase 

pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 3,35 dari 80, 70 % 

menjadi 84,05 %. Tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 90,27 % dan pada 

tahun 2012 mengalami penurunan kembali sebesar 0.66 menjadi 89,61 %. Rasio 

efisiensi pada Kabupaten Lembata periode tahun 2011 hingga tahun 2013 

semakin mengalami peningkatan. Tahun 2011 rasio efisiensi kabupaten Lembata 

menunjukan 98,64%, tahun 2012 menunjukan 97,70%, tahun 2013 menunjukan 

99,84% dan pada tahun 2014adalah87,01%.Menuju ke tahun 2015 mengalami 

peningkatan96,87%.Efisiensi yang dimaksudkan bahwa dalam penyerapan 

anggaran dalam tahun yang bersangkutan,ada program-program yang belum 

terealisasikan  menurut  tingkat  penyerapan  dalam realisasi belanja dan efisiensi 

berada pada  katagori efisien, walaupun pada tahun 2014 mengalami penurunan 

yang signifikan berada pada 87,01%,Perkembangan efektifitas dalam penyerapan 

anggaran pemerintah daerah jika dilihat dari rasio efektifitas mengalami 

peningkatan.Walaupun pada tahun 2010 menunjukan kinerja pemerintah termasuk 

kategori cukup efektif, karena realisasi pendapatanya lebih kecil dibandingkan 

dengan anggaran pendapata Namun pada tahun 2012 hingga tahun 2015 kinerja 

pemerintah mengalami penurunan dan berada pada kategori tidak efektif yaitu 

sebesar 99,86 %, 99,24 % dan 98, 52 %. Artinya pemerintah daerah Kabupaten 

Lembata dalam proses untuk tingkat penyerapan anggaran dalam prioritas-

prioritas program-program sudah mengalami peningkatan untuk setiap SKPD 

berhasil memperbaiki kinerja pemerintahanya secara efektif. 
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 Kesimpulan hasil penelitian yang dapat diambil dari kinerja pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan APBD2011-2015,mengunakan prinsip Value For 

Money .Hasil Perhitungan tiga rasio ekonomis, efisien adalah baik,sedangkan rasio 

Efektivitasnya hasilnya kurang baik,Saran yang diberikan berdasarakan 

kesimpulan tersebut diatas diantaranya, Dinas pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Daerah (DPPKAD),harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam 

kinerjanya sehingga output dalam penyerapan APBD,sehingga mayoritas 

program-program dapat terlaksana dengan baik, sehingga efektivitasnya dapat 

ditingkatkan. 

 

Kata kunci: Value For Money (Ekonomis,Efisiensi ,Efektivitas) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak digulirkan kebijakan Otonomi daerah melalui Undang-Undang 

Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, cukup banyak permasalahan yang muncul 

terhadap implementasi kebijakan ini. Pemerintah pusat melakukan revisi 

kebijakan Otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua kebijakan ini juga 

mengatur hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah. 

Sejalan dengan perlu dilakukannya reformasi sektor publik, diawal periode 

Otonomi daerah telah keluar sejumlah Peraturan Pemerintah sebagai 

operasionalisasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004, dengan Peraturan Pemerintah untuk 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desantralisasi, khususnya 

pengelolaan keuangan daerah.  

 Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai 

dengan prinsip Value for Money (Nilai daripada uang) dalam menjalankan 

aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi 

sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya 

akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik 

publik untuk menciptakan good publik and akuntabiliatas(Mardiasmo, 
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2002:27). Model Value for Money atau yang dikenal dengan model 3E 

(ekonomi, efisiensi, dan efektivitas), mengukur dengan analisis varian yakni 

membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan 

output aktual dan ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan 

masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasiao 

efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan 

keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo, 

2002:27). Value for money dalam konteks otonomi daerah merupakan 

jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. 

Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (publik money) 

yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem 

pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Perkembangan 

akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring 

dilaksanakanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

perundangan-undangan. 

Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004, 

Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan 

pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian 

dan evaluasi yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah. Pemberian hak 

otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan 
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potensi daerahnya. APBD yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan 

keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah 

untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.  

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang 

dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek 

pertama adalah diberi kewenangan mengurus pembiayaan dalam mengelolah 

dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah. Aspek 

kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pegelolaan 

keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut agar 

lebih ekonomis, efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Oleh karena itu 

kedua aspek dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing 

Reform. Pemberian otonomi yang luas dapat membuka jalan bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan pengelolaan daerahnya yang berorientasi pada 

kepentingan publik yang memperhatikan keadilan dan kepatuhan.  

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah 

yang dituangkan dalam APBD yang baik, secara langsung maupun tidak 

langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembanguann daerahnya dan 

pelayanan kepada masyarakat. Halim (2001: 125) menjelaskan bahwa ciri dari 

suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan 

daerah, yang artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan 

untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 
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keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahanya.  

Penilain kinerja merupakan bagain dari proses pengendalian 

manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Adapun 

pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta akuntabilitas dalam 

rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja 

pemerintah daerah merupakan suatu evaluasi instansi pemerintah mengenai 

kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang mana 

mempunyai prinsip (value for money), nilai dari pada uang,dalam menjalankan 

aktivitasnya dalam akuntansi sector public yang mendasari tiga elemen utama 

yaitu ekonomi,efisien dan efektivitas.Sehingga penting bagi pemerintah 

daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan 

keuangan daerah. (Mulyadi, 2007 ). 

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam 

mengelolah keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai 

kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi 

daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang 

efektif dan efisien, ekonomis mampu mendorong peran serta masyarakat 

dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan 

mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. 

Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran 
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kinerja yang baik. Pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian 

tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaiaan tujuan. Tujuan 

yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja. 

(Mardiasmo, 2002:299).  

Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan 

organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di 

masa depan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian 

manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Penilaian 

manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan menciptakan 

mekanisme rewards and punishment. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan 

instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan funsinya selama ini 

sulit untuk dilakukan secara objektif, kesulitan ini disebapkan disusunya 

sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan 

suatu organisasi (LAN. 2000:1).  

Hak otonomi kepada masing- masing daerah atau kabupaten yang ada 

di Indonesia `termasuk di Kabupaten Lembata akan memeberikan kebebasan 

untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatanya, demi kesejatraan 

masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi 

pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik 

kinerja pemerintah daerah sesuaidengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab 

itu, masyarakat dituntut untuk lebih berpikir kritis terhadap kinerja pemerintah 

daerah, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-

lembaga sektor publik. Akuntansi bukan hanyasekedar kemampuan lembaga 

sektor publik menunjukan bagaimana uang publik tersebut digunakan, tetapi 
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juga meliputi kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-

sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, 

efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen yang baik. Pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 perubahan menjadi Peraturan Menteri 

DalamNegri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secaratertib, taat pada peraturan 

perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asaskeadilan, kepatutan dan 

manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang 

terintegritas yang diwujudkan dalam anggaran. Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) tentang prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah melalui sistem 

akuntansi pemerintah daerah.  

Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan serangkain prosedur 

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisiaran dan pelaporan posisi keuangan (Manik, 2013 ). 

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber 

kebocoran dana, dan institusi yaqng selalu merugi. Citra buruk yang masih 

melekat pada sebagaian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya 

disebapkan masih kurangya profesionalisme petugas pada organisasi 

pelayanan ini menyadarkan kita masyarakat akan perlunya perhatian 

khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik. Value for 
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money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang 

mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu: ekonomis, efisiensi dan 

efektivitas (Mardiasmo. 200: 4).  

Prinsip value for money dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi 

oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme 

manajemen pemerintahanya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendalian yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik 

yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki 

dengan akuntabilitas tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang 

dilayani. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk 

mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat (Mulyadi, 2007 ).  

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di 

Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata memiliki pola yang jelas dan 

jumlah anggaran yang semakin besar. Tahun anggaran 2013 dan 2014, 

prioritas APBD adalah meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan tahun 

2015 diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur untuk memacu 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

Derajat desntralisasi fiskal atau kemandirian daerah Kabupaten 

Lembata selama tahun 2011 sampai pada tahun 2015 masuk dalam kategori 
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sangat kecil dengan rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total 

pendapatan daerah hanya sebesar 4, 89% per tahun dan masih bersifat 

fluktuatif atau belum stabil dan belum menunjukkan trend yang meningkat. 

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah 

pusat masih sangat tinggi rata-rata sebesar 86, 24% per tahun untuk dana 

perimbangan dan sebesar 8, 87% untuk lain-lain pendapatan daerah. Oleh 

karena itu maka ke depan pemerintah daerah Kabupaten Lembata perlu 

mengelola belanja daerah yang lebih ekonomis, efektif dan efisien.  

(Sumber DPPKAD Kabupaten Lembata Tahun 2016 (diolah).  

Laju kenaikan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah kabupaten Lembata memang berbanding lurus dengan kenaikan 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Manajemen Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lembata melakukan perbaikan pada sistem perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan. Jumlah anggaran pendapatan yang semakin 

besar memudahkan penyediaan anggaran belanja tidak langsung maupun 

belanja langsung. Pada tahun 2013, kebutuhan belanja daerah sebesar Rp. 471. 

835. 625. 997. 00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 269. 

743. 313. 197. 00 dan belanja langsung sebesar Rp. 244. 686. 720. 902. 00. 

(Sumber DPPKAD Kabupaten Lembata Tahun 2016 (diolah).  

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus lebih 

memperhatikan disiplin anggaran, baik pada saat akan memulai pelaksanaanya 

maupun pada akhir masa pelaksanaannya. Disiplin anggaran tersebut 

merupakan salah satu cara untuk menghindari booming pencairan anggaran 

dan penyelesaian tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan waktu yang telah 
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ditentukan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus 

direncanakan sebaik-baiknya sesuai dengan anggaran kas dan time schedule 

pelaksanaanya agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan publik dengan ekonomis, efisien dan efektif.  

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah masih bersifat fluktuatif dengan 

kecenderungan yang selalu menurun dengan rata-rata pencapaian sebesar 15, 

99% per tahun. Pendapatan Asli Daerah dimaksud, pertumbuhan tertinggi 

terjadi pada komponen lain- lain Pendapatan asli daerah yang sah dengan rata- 

rata perumbuhan 32, 53% per tahun dan pertumbuhan terendah ada pada 

komponen hasil retribusi hanya sebesar 8, 27% per tahun. (Sumber:Dinas 

Pendapatan- PKAD Kabupaten Lembata (2016) data diolah). Melihat 

rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah 

harus memperbaiki optimalisasi sumber-sumber pajak harus ditingkatkan dan 

fasilitas publik terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi 

secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

Belanja pemerintah daerah yang efisien dan efektif akan menjadi kunci 

bagi keberhasilan pembangunan suatu daerah atau wilayah. Berapapun 

besarnya akan menjadi kurang bermakna apabila pola belanjanya masih terjadi 

pemborosan-pemborosan dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Disamping itu, bagi daerah yang masih tertinggal seperti kabupaten Lembata 

belanja pemerintah mempunyai peranan yang cukup krusial sebagai stimulus 

atau pendorong pembangunan ekonomi lokal. Untuk mendapatkan efek positif 

yang optimal bagi perekonomian daerah maka diperlukan suatu sistem 

perencanaan belanja pemerintah yang baik dan tepat sasaran. Sebagaimana 
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diketahui bahwa sesungguhnya desentralisasi fiskal yang diterapkan di 

Indonesia adalah desentralisasi pada sisi pengeluaran. Hal ini berarti dengan 

anggaran yang begitu besar yang telah ditransfer ke daerah akan dikelola oleh 

daerah dengan diskresi atau kewenangan yang sangat luas dalam 

penggunaannya sehingga belanja pemerintah daerah dapat memberikan 

sumbangan yang berarti dalam belanja pemerintah secara nasioanal. Dengan 

demikian, keberhasilan pembangunan nasional dan perekonomian nasional 

juga akan dipengaruhi oleh pola belanja daerah, maka pengelolaan belanja 

daerah yang efisien dan efektif haruslah menjadi fokus perhatian dalam 

penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah Kabupaten Lembata.  

Perbandingan antara realisasi belanja daerah terhadap target yang 

telah ditetapkan rata-rata sebesar 87, 10% selama kurun waktu 2011 sampai 

tahun 2015. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kinerja pengelolaan 

belanja daerah yang belum ekonomis, efeisiensi dan efektifitas terutama dari 

sisi penyerapan anggaran program, dan kegitan yang telah direncanakan 

sebelumnya tidak terlaksana secara optimal yang berarti pula bahwa proses 

pembangunan tidak bisa berjalan secara optimal. Untuk belanja tidak 

langsung, perbandingan antara target yang telah ditetapkan terhadap realisasi 

dari tahun 2011 sampai dengan tahu 2015 rata- rata sebesar 92, 88% yang 

menunjukkan angka capaian cukup baik dengan capaian tertinggi pada tahun 

2012 sebesar 98, 62% dan terendah pada tahun 2014 dengan capaian 83, 

52%. Sedangkan untuk belanja langsung perbandingan antara target dan 

realisasinya rata- rata sebesar 80, 22%, dimana kinerja realisasi tertinggi 

pada tahun 2013 sebesar 86, 16% dan terendah pada tahun 2015 dengan 
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capaian sebesar 75, 7%. (Sumber:Dinas Pendapatan -PKAD Kabupaten 

Lembata (2016), data diolah.  

Masyarakat tentunya menghendaki adanya pelaksanaan kinerja sektor 

publik yang baik termasuk,kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata 

dalam pengelolaan keuangan daerahnya harus sesuai dengan azaz keadilan 

dan pelayanan public yang efektif. Apalagi Kabupaten Lembata yang 

sekarang merupakan salah satu daerah wisata, pasti akan selalu dituntut 

untuk memeberikan pelayanan jasa yang baik dalam mendukung kinerja 

pemerintahan dalam memajukan serta mengembangkan potensi daerahnya 

dalam menggunakan prinsip value for money.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Kinerja Pemerintah Daerah dalam 

Pelaksanaan APBD menggunakan prinsip value for money (Efektif, Efisien, 

dan ekonomis)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Kinerja 

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD menggunakan prinsip Value For 

Money.  
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